
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Peflinelustr4lll1 (Lemearan Nega¥a RepubliK tndenesta
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penghitungan
dan verifikasi besaran nilai tingkat komponen dalam
negeri dan nilai bobot manfaat perusahaan telah
ditunjuk lembaga verifikasi independen;

b. bahwa penunjukan lembaga verifikasi independen
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak
sesuai dengan perkembangan kebijakan dan
kebutuhan hukum di bidang peningkatan penggunaan
produk dalam negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
57 /M-IND/PER/7 /2006 tentang Penunjukan Surveyor
§~Q~ruM p~l~§ii.n~ V~ri[*-~§i ~~paial1 Tim~~t
Komponen Dalam Negeri (TKDN) Atas BarangjJasa
Produksi Dalam Negeri;
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MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2023

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pad a tanggal
ditetapkan.

Pasal 1
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/
PER/7/2006 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai
Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) Atas Barang/.Jasa Produksi Dalam Negeri
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 57 /M-IND/PER/7 /2006 TENTANG PENUNJUKAN
SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI CAPAIAN
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) ATAS
BARANG/ JASA PRODUKSI DALAMNEGERI.

5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43 Tahun
2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga
Verifikasi Independen dan Pengenaan Sanksi
Administratif Dalam Rangka Penghitungan dan
Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam
Negeri dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 983);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 384);
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